Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 06, Number 07, 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

IMPLEMENTASI SISTEM ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH DI INDONESIA

Raysha Mirta Nabila?, Sherlyca Zahwa Dwi Sylsilia2, Hayat3

Universitas Islam Malang

ABSTRAK
ARTICLE INFO Penelitian in1  bertujuan untuk  menganalisis
Article history: implementasi sistem etika administrasi publik dalam
Received Desember 2024 . : : .
Roviond Desarnbor >0 meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di
Accepted Januari 2025 Indonesia. Etika administrasi publik merupakan salah

Available online Januari 2025

satu faktor kunci yang dapat mendorong terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan
akuntabel. Dalam konteks Indonesia, penerapan etika

Kata Kunci:

Keywords: ini1 dihadapkan pada berbagal tantangan, seperti
Etika Administrasi  Publik, Kualitas . . . .

pelayanan, - Pemerintah, Tota Keols  P1COKTasi yang kompleks, praktik korupsi, se}rtg
Indonesia rendahnya kesadaran aparatur sipil

Keywords: negara akan pentingnya prinsip-prinsip etis dalam
ZZ?]IIIIL;)/ , Admcfzivsgzrf:;':m Ethigf;vef:ngcc: pelayanan  publik. Penelitian ini  menggunakan
Indonesia pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di
beberapa instansi pemerintah daerah yang telah
menerapkan standar etika administrasi publik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem etika
administrasi publik yang konsisten mampu meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan pemerintah, memperkuat akuntabilitas, dan mengurangi
potensi penyimpangan. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat
bergantung pada komitmen pimpinan, pelatihan berkelanjutan, serta
pengawasan yang efektif. Penelitian 1in1 merekomendasikan penguatan regulasi
etika administrasi publik dan peningkatan kapasitas pegawai sebagai langkah
strategis dalam memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah di Indonesia.

ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of the public administration ethics system in improving

the quality of government services in Indonesia. Public administration ethics is one of the key factors that
can encourage the realization of good, transparent and accountable governance. In the Indonesian context,
the application of ethics is faced with various challenges, such as complex bureaucracy, corrupt practices,
and low awareness of state civil servants regarding the importance of ethical principles in public services.
This research uses a qualitative approach with case study methods in several local government agencies
that have implemented public administration ethical standards. The research results show that consistent
implementation of a public administration ethics system can increase public satisfaction with government

services, strengthen accountability, and reduce the potential for irregularities. However, the success of this
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implementation is highly dependent on leadership commitment, ongoing training, and effective supervision.
This research recommends strengthening public administration ethics regulations and increasing employee

capacity as strategic steps in improving the quality of government services in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu tujuan utama dari tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, sistem etika administrasi publik
memiliki peranan penting. Etika administrasi publik melibatkan prinsip-prinsip moral dan perilaku yang
diharapkan dari aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas-tugasnya.Di Indonesia, praktik pelayanan
publik sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan, seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan
rendahnya akuntabilitas. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menghambat
pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai implementasi etika administrasi publik menjadi relevan
sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap tantangan tersebut. Etika yang diterapkan secara konsisten
dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan sistem etika administrasi
publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, khususnya di tingkat daerah.

Administrasi publik di Indonesia memegang peranan penting dalam proses pelayanan kepada
masyarakat, di mana kualitas layanan tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan dalam
memenuhi kebutuhan publik. Namun, tantangan yang sering dihadapi dalam sistem administrasi publik
adalah rendahnya tingkat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di kalangan aparatur
pemerintahan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika administrasi publik kerap kali menjadi
penyebab munculnya berbagai permasalahan seperti praktik korupsi, birokrasi yang lamban, dan penurunan
kualitas layanan publik. Dalam konteks ini, penerapan sistem etika administrasi publik menjadi sangat
relevan sebagai strategi untuk memperbaiki kinerja dan reputasi pemerintah.

Implementasi sistem etika administrasi publik diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat
dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.Etika dalam administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral bagi para
pegawai negeri, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan
tindakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik. Melalui penerapan sistem etika yang konsisten,
pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, meningkatkan kualitas
pelayanan publik, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas dan profesional dalam
lingkungan birokrasi.

Salah satu aspek penting dalam implementasi sistem etika administrasi publik adalah peningkatan
keterampilan dan pengetahuan pegawai negeri. Pelatihan yang difokuskan pada etika dan integritas tidak
hanya akanmembekali pegawai dengan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis dalam
menerapkan nilai-nilai etika dalam situasi sehari-hari. Dalam hal ini, pemerintah perlu menggandeng
lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan program-program pelatihan
yang sesuai dengan konteks lokal.Dengan demikian, pegawai dapat lebih siap menghadapi tantangan yang
berkaitan dengan etika dalam tugas mereka, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat. Keterampilan yang baik dalam pengambilan keputusan yang etis akanberkontribusi
pada pengurangan tindakan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Selanjutnya, transparansi dalam pelaksanaan administrasi publik sangat berperan dalam
memperkuat etika di dalam pemerintahan. Melalui penerapan prinsip transparansi, masyarakat dapat
memperoleh akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, dan hasil pelayanan
publik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga
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memberikan dorongan bagi pegawai untuk bertindak lebih etis. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi
informasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap data dan informasi publik.Dengan meningkatkan
transparansi, pemerintah juga menciptakan lingkungan yang mendukung pengawasan publik, di mana
masyarakat dapat berperan aktif dalam menilai kinerja aparatur pemerintah dan memberikan masukan yang
konstruktif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa instansi
pemerintah daerah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, serta analisis dokumen
terkait penerapan sistem etika administrasi publik.Penelitian ini berfokus pada instansi yang telah
menerapkan kode etik dan standar pelayanan yang mengacu pada prinsip-prinsip etika administrasi publik.

Subjek penelitian terdiri dari para pegawai pemerintah, pemimpin instansi, serta masyarakat yang
menerima layanan dari instansi tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis
tematik, yang mengidentifikasi pola-pola utama dalam penerapan etika administrasi publik dan dampaknya
terhadap kualitas pelayanan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika Administrasi Publik di Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi publik di beberapa instansi
pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan. Standar etika yang
diterapkan mencakup kewajiban untuk bersikap transparan, berintegritas, dan memberikan pelayanan yang
adil tanpa diskriminasi.Penerapan kode etik juga mencakup pelatihan berkelanjutan bagi para pegawai
tentang pentingnya etika dalam pelayanan publik.

Dalam praktiknya, penerapan etika ini membantu memperkuat akuntabilitas aparatur
negara. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap tugas
mereka karena adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dan komitmen dari pimpinan instansi. Selain
itu, masyarakat yang dilayani juga merasa lebih puas dengan pelayanan yang mereka terima karena lebih
transparan dan mudah diakses.melihat.Secara terminologi kebijakan diartikan sebagai kebijakan atau
wewenang dari pemerintah. Adapula yang mengartikan kebijakan publik (publik policy) adalah
seperangkat keputusan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak atau melakukan) yang diciptakan oleh
lembaga atau pejabat publik (Sahya, 2014).

Penerapan etika administrasi publik di pemerintahan daerah menjadi elemen yang krusial dalam
menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan saat melayani masyarakat. Etika administrasi ini
mencakup prinsip-prinsip moral serta standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh para pejabat dan pegawai
pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan penerapan etika yang baik,
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicegah, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel bisa tercapai, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah pun dapat terjaga.
Etika administrasi publik adalah seperangkat prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan perilaku dan
pengambilan keputusan bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip utama dalam
etika ini meliputi integritas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta komitmen untuk melayani
kepentingan publik. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi pedoman, tetapi juga merupakan fondasi
dalam pengelolaan birokrasi yang etis dan profesional (Frederickson & Ghere, 2013).

Pemerintahan daerah memiliki peran yang langsung bersinggungan dengan masyarakat setempat,
sehingga penerapan etika administrasi publik menjadi penting untuk membangun kepuasan dan
kepercayaan masyarakat.Beberapa manfaat dari penerapan etika administrasi publik antara lain adalah
peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan
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pencegahan praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menjalankan etika yang baik,
pegawai pemerintah berusaha memberikan pelayanan terbaik, sedangkan pemerintah daerah yang
transparan dan etis akan lebih dipercaya masyarakat.

Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan dalam pemerintahan daerah meliputi integritas,
akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta komitmen pada kepentingan publik. Integritas menuntut pejabat
publik untuk bertindak jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi (Lawton et
al., 2013). Akuntabilitas berarti pejabat harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang
mereka ambil. Transparansi menuntut pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah
diakses oleh publik. Keadilan mengharuskan pejabat bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam pelayanan,
dan seluruh tindakan pejabat publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penerapan etika administrasi publik di pemerintahan daerah merupakan langkah penting untuk
membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya.Prinsip-prinsip etika seperti
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan harus diterapkan dalam setiap aspek pelayanan publik
guna mencegah penyimpangan dan membangun kepercayaan publik. Namun, implementasi etika ini juga
menghadapi tantangan dari budaya birokrasi dan tekanan politik. Dengan komitmen dan pengawasan yang
kuat, diharapkan etika administrasi publik dapat diimplementasikan dengan efektif di lingkungan
pemerintahan daerah.

Tantangan dalam Penerapan Etika Administrasi Publik

Meski memberikan hasil yang positif, penerapan etika administrasi publik di Indonesia masih
menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah budaya birokrasi yang cenderung kaku
dan lamban dalam merespons perubahan. Selain itu, praktik korupsi yang sudah mengakar juga menjadi
penghambat utama dalam upaya memperkuat etika dalam pelayanan publik.

Beberapa instansi masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam
sistem kerja sehari-hari, terutama karena kurangnya sumber daya untuk pelatihan dan pengawasan yang
memadai.Komitmen pimpinan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi etika
ini. Tanpa dukungan dan keteladanan dari pimpinan, upaya penerapan etika sering kali hanya menjadi
formalitas tanpa dampak signifikan.integrasi dan partisipasi aktif semua individu dalam masyarakat, tanpa
memandang jenis kelamin, usia, ras, etnisitas, agama, orientasi seksual, disabilitas, atau latar belakang
sosial- ekonomi.

Tantangan dalam penerapan etika administrasi publik di Indonesia meliputi berbagai aspek yang dapat
menghambat ~ penerapan  prinsip-prinsip ~ etika,  seperti  transparansi,  akuntabilitas, dan
profesionalisme.Tantangan-tantangan ini muncul dalam bentuk korupsi, konflik kepentingan, dan
nepotisme, yang mengancam keadilan dan kredibilitas sektor publik. Berikut adalah rincian beberapa
tantangan utama serta upaya yang diperlukan untuk mengatasinya:

1. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Korupsi adalah tantangan besar yang mengikis moral pejabat publik dan mengurangi kepercayaan
masyarakat.Ini sering kali muncul dalam bentuk penggunaan danapublik untuk kepentingan pribadi,
yang melanggar prinsip keadilan dan transparansi. Praktik korupsi juga melemahkan tata kelola yang
baik (good governance)
2. Nepotisme dan Kolusi
Dalam banyak kasus, pejabat publik memberikan keuntungan kepada keluarga atau rekan mereka,
yang menimbulkan ketidakadilan dalam proses administrasi. Praktek ini bertentangan dengan
meritokrasi dan menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga mengganggu efisiensi
administrasi publik
3. Konflik Kepentingan
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Pejabat publik sering dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok
bertentangan dengan tugas publik mereka. Konflik kepentingan ini bisa menyebabkan bias dalam
pengambilan keputusan, yang merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Tanpa pengawasan
ketat, konflik kepentingan sering kali sulit diidentifikasi

4. Kurangnya Pengawasan Efektif

Pengawasan yang lemah terhadap perilaku pejabat publik menjadi faktor yang menghambat
penerapan etika administrasi. Ketiadaan pengawasan efektif, baik internal maupun eksternal,
memungkinkan praktik-praktik yang tidak etis untuk berlanjut tanpa sanksi yang tegas

5. Ketiadaan Pendidikan Etika yang Memadai
Banyak pejabat publik tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika
dalam administrasi. Pelatihan etika dapat membantu mereka mengenali dan mengelola dilema etis
dalam pengambilan keputusan, namun inisiatif ini masih terbatas di banyak lembaga pemerintah
Untuk meningkatkan penerapan etika dalam administrasi publik, berbagai upaya perlu diterapkan. Ini
meliputi pendidikan dan pelatihan etika bagi pejabat publik, penguatan regulasi dan sanksi terhadap
pelanggaran etika, serta peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan
anggaran. Pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat, melalui lembaga pengawas serta partisipasi
masyarakat, juga diperlukan untuk memastikan integritas dalam pelayanan publik

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa penerapan etika di sektor publik bukanlah hal
mudah.Namun, dengan reformasi birokrasi yang kuat dan peningkatan pemahaman etika, sektor publik
dapat lebih baik dalam melayani kepentingan masyarakat dan mencapai tata kelola yang baik.

Implikasi bagi Peningkatan Kualitas Pelayanan

Penerapan sistem etika administrasi publik yang konsisten dapat memperbaiki kualitas pelayanan di
sektor pemerintah. Ketika etika diinternalisasikan dalam budaya kerja aparatur sipil negara, pelayanan yang
diberikan menjadi lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
masyarakat yang dilayani oleh instansi yang menerapkan kode etik secara ketat merasa lebih puas dan
percaya terhadap pemerintah.

Selain itu, penguatan etika juga membantu mengurangi potensi penyimpangan dan mempercepat
proses pelayanan. Dalam beberapa kasus, penerapan etika administrasi publik telah berhasil menekan biaya
operasional dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah topik yang esensial dalam administrasi publik, yang
bertujuan memastikan bahwa layanan yang disediakan memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat. Beberapa tantangan yang memengaruhi kualitas ini antara lain keterbatasan sumber daya,
keterlibatan masyarakat yang rendah, serta kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelayanan publik yang optimal tidak hanya bergantung pada efisiensi, tetapi juga pada upaya untuk
meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sangat
penting. Kementerian PANRB di Indonesia, misalnya, telah mendorong partisipasi publik melalui Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP). Namun, pelaksanaan FKP sering kali
hanya formalitas tanpa pembahasan substansial, sehingga efektivitasnya kurang maksimal. Untuk
memperbaiki ini, pemerintah menyarankan pelibatan yang lebih dalam, dengan tindak lanjut konkret dari
hasil survei dan konsultasi tersebut (Kementerian PANRB, 2024).

Selain itu, pendekatan Good Governance sangat mendasar dalam upaya ini. Good Governance
menuntut pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas, yang semuanya
berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan. Evaluasi kualitas layanan melibatkan pengukuran
kepuasan masyarakat sebagai indikator keberhasilan. Ketidakpuasan masyarakat umumnya terkait dengan
kurangnya respons terhadap keluhan, birokrasi yang berbelit, dan standar layanan yang tidak konsisten
(Soeprapto, 2005)
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Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kualitas layanan

publik akan terus meningkat, memungkinkan pelayanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

d.

Simpulan

Implementasi etika administrasi publik merupakan langkah yang penting dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip etika seperti
transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan
masyarakat dan kredibilitas pemerintah. Namun, tantangan-tantangan seperti budaya birokrasi yang
kaku, korupsi, kurangnya pengawasan, dan minimnya pendidikan etika masih perlu diatasi.

Penerapan sistem etika administrasi publik merupakan langkah strategis dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
etika administrasi publik berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih
akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian,
keberhasilan implementasi etika ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, pelatihan yang
berkelanjutan, serta pengawasan yang efektif.

Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi terkait etika administrasi publik serta peningkatan
kapasitas pegawai dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika. Dengan demikian,
pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan, yang pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Penelitian ini membuka peluang bagi akademisi untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang
bagaimana implementasi sistem etika administrasi publik dapat memengaruhi persepsi masyarakat
terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Akademisi dapat mengembangkan studi komparatif antara
berbagai instansi pemerintah yang telah menerapkan etika administrasi publik untuk
mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat dan
efektivitas layanan.

Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis mendalam mengenai dampak
implementasi etika administrasi publik terhadap efisiensi birokrasi dan kepuasan masyarakat. Selain
itu, penelitian dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam mendukung penerapan sistem etika,
seperti penggunaan platform digital untuk transparansi dan akuntabilitas. Studi longitudinal juga
dapat dilakukan untuk mengevaluasi perubahan kualitas pelayanan pemerintah seiring waktu
setelah implementasi sistem etika administrasi publik.

Masyarakat disarankan untuk aktif memberikan masukan kepada instansi pemerintah
mengenai pelayanan yang diterima. Umpan balik ini penting untuk membantu pemerintah
meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Selain itu, masyarakat dapat berperan dalam
mendukung penerapan sistem etika administrasi publik dengan memanfaatkan layanan digital yang
transparan dan melaporkan jika ada pelanggaran etika yang ditemukan.

Instansi pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
dengan memberikan pelatihan berkala terkait nilai-nilai etika dan pelayanan publik. Langkah ini
penting untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pemahaman yang mendalam mengenai
pentingnya etika dalam bekerja. Selain itu, instansi dapat menyediakan mekanisme pengaduan yang
responsif untuk menerima masukan dan menyelesaikan keluhan masyarakat secara efektif.
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